
PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KAE}UPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 Undang_

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi
Daerah, telah ditetapkan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2Ol1 tentang Pajak Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebngaimana dimaksud
dalam huruf a dal huruf b, perlu menetapkan peraturan

Daerah tentang Perubahan Atas peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5
Tahun 2011 Tentang pajak Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan

Pajak dengan Surat paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 20O9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2036),
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU

TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG

PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 5,

Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011) diubah sebagai

berikut:

l. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro.
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4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu

dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro.

6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kepulauan

Siau Tagulandan g Biaro.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi

kemakm uran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

peftrerozrn terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun Iirma, kongsi, koperasi dan pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari l0 (sepuluh).

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup
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juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan

sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

13. Pajak Hiburan adalah p4lak atas penyelenggaraan

hibural.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran.

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh oleh sumber lain.

18. Pajak Minera-l Bukan Logam dan Batuan adalah pajak

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan, baik dari sumber alam dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaattan.

19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan

logam atau batuan sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara.

20. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

21. Nr tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah.

22. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
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23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan.

25. Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah

hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta

bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenakan pajak.

27. W ajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

28. Masa pajak adalah jangka waktu l(satu) bulan kalender

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak terutang.

29. Tahun P4jak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)

tahun kalender, kecuali jika Wqjib Pajak menggunakan

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar

pada suatu saat, dalam masa Pajak, atau dalam Bagian

Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari perhimpunan data objek dan subjek pajak,

penentuErn besamya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
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pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan

besamya jumlah pokok pajak yang terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah

pajak yang harus dibayar.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan

peiak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak yang sama besamya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit pajak.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
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dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah tebih

Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan

atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

Daerah lcbih Bayar, atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan p4iak

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data

dan informasi keuangan yang meliputi harta, keu,ajiban,

moda-l, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak

tersebut.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
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Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang perpajakan daerah yang te{adi serta

menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 54

(1) Pemungutar pajak dilarang diborongkan.

(2) Jenis p4jak yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati adalah :

a. pajak air tanah;

b. pajak reklame.

(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak

adalah:

a. pajak hotel;

b. pajak restoran;

c. pajak hiburan;

d. pajak penerangan jalan;

e. pajak mineral bukan logam dan batuan;

f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Ketentuan Pasal 56 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan dibayar sendiri sebegaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB,

dan/atau SKPDKBT.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.

(4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berfungsi sebagai SPTPD.

(5) Bentuk isi dan tata cara pengisisan SSPD dan SPIPD

diatur dengan Peraturan Bupati.
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4. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 57

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat

terutangnya pqjak Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDI(B dalam ha1 :

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang ridak atau

kurang dibiayai;

2. Jika SP|PD tidak disampaikan kepada Bupati

dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan

setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam

surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,

pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang

terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutalg dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1

dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bul;an dihitung

sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar

1007o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum

dilakukan tindakan pemeriksaan.
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6. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 63

( 1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun beq'alan tidak atau kurang bayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf
b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2%o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama

15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2'Yo (dua persen) sebulan dan

ditagih melalui STPD.

7. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Bupati menentukan tanegal jatuh tempo pembayaran

dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerl'a setelah saat terutangnya pajak.

rg

5. Ketentuan Pasal 60 ayat (21 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan

dikenakan bunga 2o/o (dua persen) sebulan.
(3) Tata cara dan persyaratan pembayaran angsuran dan

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini, ditetapkan melalui Peraturan Bupati.



(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan

Banding, yang harus dibayar bertambah merupakan

dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkannya.

8. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Bupati dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB,

STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tuiis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan-ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah, dalam hal ini sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak

atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPIPD, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBTatau ATPD, SKPDN atau SKPDLB

yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan

pajak yang dilaksanakan atau diterbitlan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang

berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar

wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan

atau penghapusan sanksi administratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.
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9. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDI(B;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
oleh wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan

sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang telah diberikan

oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda
penerimaan surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

10. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 67

(l) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak

tanggal surat keberatan diterima, harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan.
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(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menoiak, atau

menambah besarnya p4jak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu

keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

11. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 68

(1)Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai

keberatannya yang diterapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) diqlukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan

kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)

bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

12. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 70

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pajak kepada Bupati, atau
Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-

kurangnya:
a. narna dan alamat Wajib Pajak;

b. masa pajak

c. besamya kelebihan pqlak; dan

d. alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lana 12

(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak
gsfagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan

keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB

harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)

bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB, pengembalian setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan
bunga sebesar 2yo (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

13. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 72

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah

daerah.
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(5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

(6) Piutang pqiak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang
pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

(8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 76
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak

lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh wajib pajat dalam rangka jabatan atau
pekerl'aannya untuk menjalankan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(21 adala-l. :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Bupati untuk memberikan keterangan kepada
pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan tenaga ahli sebagaimana
maksud pada ayat l2l, agar memberikan keterangan,
memperhatikan bukti tertulis dan/atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang di tunjuk.
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(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan wajib pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.

, Ditetapkan di Ondong Siau
I pada tanggal 5 Maret 2O2O
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Diundan di Ondong Siau
5 Maret 2020

gAERAH KAITUPATEN KEPUI,AUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HERRY B GAR

pada
s!l

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2O2O NOMOR

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
i

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA: 1 /2020


